
Menimbang 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 3? TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

a. bahwa sesuai sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 

... \ 

Menimbang: 

WALi KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN WALi KOTA GORONTALO 

NOMOR 32 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA GORONTALO, 

a. bahwa sesuai sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 
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8. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

T T . _ _1 _ 1 r^r\ unaaiig-Uiidang Nonioi 28 Ta l iun iaab' leniang renyeienggai a iNegaia yang ibeisin aan Deoas uai i 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
ivT T> u i : i , T — 1 c„ i v T „ ™ — /ir\no\. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104, Tamba-ha-n Lembara.n Negaxa Republik Indonesia. 

Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

U11JcU1g-U11Ui::111g i�u111u1 ...... ...... ,,... , 
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UcUI neua� Ui:::111 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4028); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
NPaArA RPn11hlik JnrlnnPs:iA TAh11n ?004 Norrior 104 TAmhAhAn l .PmhArAn NPaArA RPnnhlik lnrlnnPs:i" 

/ 
- . -o-·- -- - --...- -- ----- --------- ---- - --- ---- - - - . -·------ - - . , - -----·- ------ - ----·- -- --- -·-o---- ---J.---·----- ------------- 

-:::: J {. Nomor 4421); 
... 

1// 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .. 
I UAIII ! Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

' ... 
I "I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
A T n r v n r 1 — i T 1 A T n r i A T a /i ^ tz\ — i : i i 
i N u i i i v j i ^ u , 1 c t i i i u c i i i c i i i i ^ c i i i u c t i a i l i N c g c u a j x c p u u i n v . i x j . u u i i c s i a i >n j i i xu i i — r x u ; c r c u a ^ a x x x x a x x a xcxaxx u c u c x a p a 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4616); 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Huburigan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); , 
-=·lt1 13. Pera tu ran Pemerintah Norn or 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

... j, Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara - .... I Republik Indonesia Nomor 4616); 
' - I; v 

I 

' 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentaiig Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tal iun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385); 

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

- 4 - 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

i5. Peraturan Pernerintah Numur � � ' L. i arrun 2012 te11Lcti1g Hibal1 Daerah [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
,. __ , :::- l'T':-1---·- nA1n 1'1---- 1C.C. 'T',.,-L .... L .......... l ,., ......... \... .... -,... ..... l\T,...,...,..._,..,. 0 ............. 1-.t;l, T ..... �,... ..... .,,.,...;,... l\T,.......,,..," ... k'lQc;\. 
111UU11C�ld. li:::UlUll �VJ.":7 .L'IVllJ.VJ. .i.uv, J.C:U.J.J.UC:U.J.CU.J. .I.J\.,J.J.J.UCU.C:U.J. J.,'-'5cu.a. '''-'}-'UIJ.U . .n.. .L.L.L ....... V.LJ.\..,�.I.CA. .1.,u.1..1.J.V,4. v...., ....... ....,,, 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia 
rr .... 1-. ........ r")()1'7 l\J,............,n ... 1'1h7\- 

.1.Gl.J..Ll..4..LJ. "'"-'.I. I .1.,v ... .L .. V.L ..l..VV I,, 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

^ . ^ y^^^y-^j_ 

tamm 
aem ^ a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 352.586.642.000,00 

fj ly b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 760.495.798.107,00 

J c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 11.714.541.514,00 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Bela.nja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALi KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WAL! KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 

760.495.798.107,00 

11.714.541.514,00 

352.586.642.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. b. Pendapatan Transfer sejumlah 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah -. 

l. Pendapatan 

l 
I 



poma 
MRU 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja : 

a. Belanja Operas! : 

1. Belanja pegawai sejumlah 

2. Belanja Barang dan jasa sejumlah 

3. Belanja Hibah sejumlah 

4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

Jumlah Belanja Operas! 

b. Belanja Modal : 

1. Belanja modal tanah sejumlah 

2. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah 

3. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah 

4. Belanja modal ja lan, jaringan dan irigasi sejumlah 

5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya 

Jumla i i Belanja Modal 

c. Belanja Tak Terduga 

y Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Rp. 1.124.796.981.621,00 

Rp. 500.545.595.346,00 

Rp. 478.270.714.077,00 

Rp. 31.517.958.632,00 

Rp. 1.716.649.250,00 

Rp. 1.012.050.915.305,00 

Rp. 5.157.937,00 

Rp. 33.363.068.738,00 

Rp. 21.244.656.876,00 

Rp. 26.135.293.011,00 

Rp. 2.690.151.063,00 

t a . , OQ / l O Q Q o v OyOK nn 
XX^ . . T V./\-» .XX^ I . V/XX XX , \X VX 

Rp. 19.267.478.447,00 

Rp. 1.114.756.721.377,00 
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Jumlah Pendapatan Rp. 1.124. 796.981.621,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Operasi 

1. Belanja pegawai sejumlah Rp. 500.545.595.346,00 

2. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp. 478.270.714.077 ,00 

3. Belanja Hibah sejumlah Rp. 31.517.958.632,00 

4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.716.649.250,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.012.050.915.305,00 

b. Belanja Modal 

1. Belanja modal tanah sejumlah Rp. 5.157.937,00 

2. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 33.363.068.738,00 

3. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp. 21.244.656.876,00 

4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah Rp. 26.135.293.011,00 

5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp. 2.690.151.063,00 

... ,,....-.., ._ .. _,_, o- Q'") ;1 ')Q '}1')7 �,r)c:; ()() 
J urruan DCH::Uljcl 1V1UUW J.'-}J. VV• IVV•'-'"'-1 ,V"-VJVV 

c. Belanja Tak Terduga 

Belanja Tak Terduga Rp. 19.267.478.447 ,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.114. 756.721.377,00 
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am 

Surplus / (Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah 

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Jumlah pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Total APBD 

10.040.260.244,00 

Rp. 40.592.632.906,00 

Rp. 50.632.893.150,00 

Rp. (10.040.260.244,00) 

Rp. 0,00 

Rp. 1.165.389.614.527,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

lampiran 1 Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

lampiran I I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pem biayaan : 
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Rp. 

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah 

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Jumlah pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Total APBD 

Rp. 40.592.632.906,00 

Rp. 50.632.893.150,00 

Rp. ( 10.040.260.244,00) 

Rp. 0,00 

Rp. l.165.389.614.527,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pen_iabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 Desember 

W A L I K O T A G O R O N T A L O / . 

2023 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 Desember 2023 / 
S E K R E T A R I S D A 2 ^ R A I \ K O T A G O R O N T A L O , / 

M A R T E N A . T A H A 

una / 

I S M A I L M A D J I D 

R E R T T A D A E R A H R O T A P T O R O N T A T O T A H T T N OnO'^ N O M O R - z n 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 29 Desember 
�WALIKOTA GORONTALO� 

L----� :--.J.,:1\..- I 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 Desember 2023 I SEKRETARIS D RA KOTA GORONTALO, 

RF.RITA DAF:RAH !(OTA nnRnNTAT.n TAHTTN ?n?:< NnMnR .. ,., - --- --- - ----------- -------· ---- --------�. "./ ...... 

2023 


